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Abstrak 

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap Kualitas pelayanan 
Administrasi Kependudukan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, 
serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan 
Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dokumentasi dan studi 
pustaka. Kajian ini menyimpulkan bahwa Analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan 
administrasi di Kelurahan Sukaraja menunjukkan skor rata-rata 41,48, yang menunjukkan kepuasan 
umum yang memadai. Dimensi “Empathy” mendapat penilaian tertinggi, sementara “Tangible” dinilai 
rendah, menandakan perlunya perbaikan pada fasilitas. Walaupun dimensi “Reliability”, 
“Responsiveness”, dan “Assurance” juga positif, ada ruang untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan 
pelayanan. Validitas dan reliabilitas kuesioner dinyatakan baik. Perbaikan pada fasilitas, disiplin 
pegawai, dan pelatihan sikap diperlukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas 
pelayanan di Kelurahan Sukaraja. 
Kata Kunci: Persepsi Masyarakat; Kualitas Pelayanan; Administrasi Kependudukan 

 
Abstract  

This article or writing aims to analyze public perceptions of the quality of Population Administration 
services in Sukaraja Village, South Prabumulih District, Prabumulih City, as well as identifying factors that 
influence the quality of administrative services in Sukaraja Village, South Prabumulih District, Prabumulih 
City. The research method used is quantitative descriptive, with data collection techniques of observation, 
questionnaires, documentation and literature study. This study concludes that the analysis of public 
perceptions of the quality of administrative services in Sukaraja Village shows an average score of 41.48, 
which indicates adequate general satisfaction. The "Empathy" dimension received the highest rating, while 
"Tangible" was rated low, indicating the need for improvements to facilities. Although the “Reliability”, 
“Responsiveness”, and “Assurance” dimensions are also positive, there is room to improve the speed and 
accuracy of service. The validity and reliability of the questionnaire were stated to be good. Improvements 
to facilities, employee discipline and attitude training are needed to increase community satisfaction and 
service effectiveness in Sukaraja Village. 
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PENDAHULUAN  
Pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat (Dharmanu & Wijaya, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan warga negara akan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan (Khairati et al., 2023; Rahman, 2022). Undang-undang ini 
bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memenuhi standar yang 
telah ditetapkan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar 
mereka (Wiryadi et al., 2020). 

Di era globalisasi, tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat 
mengharapkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga ramah dan transparan 
(Marpaung et al., 2023). Namun, seringkali kualitas pelayanan pemerintah mendapat sorotan 
negatif, dengan keluhan umum mencakup pegawai yang tidak ramah, lambat, dan kurang 
profesional (Syardiansah, 2019). Perubahan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
juga mempengaruhi pola pikir masyarakat serta harapan mereka terhadap pelayanan pemerintah, 
yang sekarang lebih menuntut responsifitas dan adaptabilitas (Ikhwan et al., 2020; Yanti et al., 
2022). 

Pelayanan publik mencakup berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 
pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok (Ime 
et al., 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, terdapat 14 komponen standar 
pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik (Putra Alamsyah et al., 2021; 
Tika & Ritonga, 2019). Komponen-komponen ini meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem dan 
prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, 
kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan 
pelayanan, keamanan, dan evaluasi kinerja (Handayani, 2020). 

Komponen-komponen ini dirancang untuk memastikan pelayanan berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau, dan teratur (Khairati et al., 2023). Dasar hukum mencakup peraturan sebagai 
acuan pelaksanaan pelayanan, sedangkan persyaratan meliputi dokumen yang diperlukan. Sistem 
dan prosedur menetapkan mekanisme pelayanan dan penanganan pengaduan (Darmanto, 2015; 
Mahzaniar, 2018). Jangka waktu penyelesaian memberikan kepastian kapan pelayanan akan 
selesai, sementara biaya atau tarif mengatur ongkos yang dikenakan. Produk pelayanan harus 
sesuai dengan ketentuan, dan sarana serta prasarana harus memadai (Dharmanu & Wijaya, 2019). 
Kompetensi pelaksana merujuk pada pengetahuan dan keterampilan pegawai, sedangkan 
pengawasan internal memastikan pelayanan sesuai standar. Penanganan pengaduan harus efektif, 
dan jumlah pelaksana harus memadai (Fauzi & Koto, 2022). Jaminan pelayanan memberikan 
kepastian sesuai standar, jaminan keamanan memastikan pelayanan bebas risiko, dan evaluasi 
kinerja menilai sejauh mana pelayanan memenuhi standar (Elu et al., 2021; Elvira et al., 2022; 
Mariana Br Simamora et al., 2022; Purba et al., 2019; Setya et al., 2020; Suryani & Suharyanto, 
2016). 

Namun, seringkali tindakan aparat pemerintah mempengaruhi citra pemerintah secara 
keseluruhan. Jika pelayanan tidak memuaskan, masyarakat akan merasa berurusan dengan 
pemerintah rumit, lamban, dan mahal, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah 
(Yusriadi & Tinggi, 2019). Untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan 
administrasi kependudukan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota 
Prabumulih, penting untuk menganalisis data yang ada dan faktor-faktor spesifik yang 
mempengaruhi pelayanan. 

Data dari Sekretariat Lurah Sukaraja pada Januari 2021 menunjukkan penilaian pelayanan 
administrasi kependudukan: 6 responden menilai "Sangat Baik", 5 "Baik", 7 "Cukup Baik", dan 7 
"Tidak Baik". Masalah utama mencakup tidak adanya sistem antrian yang efisien, kekurangan 
pegawai, dan kurangnya pembagian tugas. Kebijakan internal yang belum optimal, tantangan 
manajemen sumber daya manusia, dan konteks sosial-ekonomi lokal juga mempengaruhi kualitas 
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pelayanan, mengakibatkan ketidaknyamanan, beban kerja tidak proporsional, dan waktu tunggu 
yang lama bagi masyarakat. 

Pelayanan dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat 
(Rahmadhan et al., 2013). Jika masyarakat tidak puas, pelayanan dianggap tidak berkualitas. Untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sukaraja, penting 
untuk menganalisis lebih dalam persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelayanan (Nasution et al., 2019; Simamora, 2020). Faktor-faktor ini meliputi kebijakan internal, 
manajemen sumber daya manusia, dan faktor kontekstual seperti kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, 
Kota Prabumulih. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan dan memberikan rekomendasi perbaikan.  
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanation untuk 
menganalisis dan menjelaskan fenomena berdasarkan data numerik yang diolah secara statistik. 
Subjek penelitian mencakup pegawai dan masyarakat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan 
Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dengan populasi berjumlah 909 orang. Sampel diambil 
menggunakan teknik stratified proportional random sampling, yaitu pengambilan sampel secara 
acak dari populasi yang telah dikelompokkan berdasarkan strata, dengan total sampel sebanyak 
100 orang. 

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi untuk mengamati proses pelayanan 
administrasi kependudukan, kuesioner untuk mengumpulkan data persepsi masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan, dan studi dokumentasi untuk menganalisis dokumen terkait pelayanan. 
Variabel yang diukur meliputi kebijakan internal, manajemen sumber daya manusia, dan konteks 
sosial-ekonomi lokal sebagai variabel independen, serta kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan sebagai variabel dependen. 

Analisis data menggunakan Uji Korelasi Rank Spearman untuk variabel skala ordinal dan Uji 
Korelasi Chi Square untuk variabel skala nominal. Data kualitatif dianalisis melalui reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mengukur persepsi 
masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan memberikan 
rekomendasi perbaikan layanan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di 
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih 

Dalam analisis kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan 
Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dilakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur persepsi 
masyarakat terhadap berbagai dimensi pelayanan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran yang mendetail mengenai kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat, 
serta mengevaluasi dimensi-dimensi yang mempengaruhi kepuasan mereka. 

Hasil dari kuesioner menunjukkan rentangan skor yang signifikan dalam penilaian kualitas 
pelayanan administrasi. Skor terendah yang diperoleh adalah 32, sedangkan skor tertinggi 
mencapai 48, dengan rentang skor keseluruhan sebesar 16. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa 
penilaian terhadap kualitas pelayanan administrasi bervariasi di antara responden. Dengan skor 
rata-rata mencapai 41,48, dapat diartikan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang 
positif terhadap pelayanan administrasi yang diberikan. Skor rata-rata yang tinggi ini 
menunjukkan tingkat kepuasan umum yang memadai terhadap layanan yang diterima, meskipun 
ada variasi dalam penilaian individu. 
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Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa 47,70% responden menilai kualitas pelayanan 
administrasi sebagai baik, dan 33,80% menganggapnya sangat baik. Sebaliknya, hanya 18% 
responden memberikan penilaian rata-rata, sementara hanya 0,50% yang menilai pelayanan 
tersebut kurang baik. Data ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan administrasi umumnya cenderung positif. Sebagian besar masyarakat merasa puas 
dengan layanan yang diberikan, meskipun ada beberapa penilaian yang menunjukkan adanya 
kekurangan. 

Dalam analisis dimensi-dimensi dari variabel kualitas pelayanan administrasi, hasilnya 
menunjukkan adanya perbedaan penilaian pada masing-masing dimensi. Dimensi “Reliability” 
yang mencakup indikator keakuratan dan kepercayaan, mendapatkan penilaian yang cukup baik. 
74% responden memberikan penilaian baik pada dimensi ini, sementara 18% memberikan 
penilaian sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa layanan administrasi di 
Kelurahan Sukaraja relatif akurat dan dapat dipercaya, yang merupakan faktor penting dalam 
kepuasan layanan publik. 

Dimensi “Responsiveness”, yang mengukur kecepatan dan ketepatan pelayanan, juga 
mendapatkan penilaian positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57% responden memberikan 
penilaian baik dan 36,50% memberikan penilaian sangat baik terhadap dimensi ini. Hasil ini 
menunjukkan bahwa masyarakat merasa pelayanan administrasi cukup cepat dan tepat dalam 
merespon kebutuhan mereka, meskipun ada beberapa responden yang merasa layanan bisa lebih 
responsif. 

Dimensi “Assurance”, yang mencakup aspek kepercayaan dan sikap petugas, menunjukkan 
hasil yang positif dengan 60,5% responden menilai baik dan 36,50% menilai sangat baik, Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat merasa petugas di Kelurahan Sukaraja mampu memberikan 
jaminan dan sikap yang meyakinkan selama proses pelayanan administrasi, sehingga 
meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

Namun, dimensi “Empathy” mendapatkan penilaian yang paling baik di antara semua 
dimensi. 32% responden menilai baik dan 40% menilai sangat baik pada dimensi ini. Dimensi ini 
menilai sejauh mana petugas memahami dan menghargai kebutuhan serta perasaan masyarakat. 
Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dilayani dengan empati dan perhatian yang 
memadai, yang merupakan aspek penting dalam membangun hubungan positif antara petugas dan 
masyarakat. 

Sebaliknya, dimensi “Tangible”, yang meliputi sarana prasarana dan lingkungan kerja, 
mendapatkan penilaian yang relatif rendah. 47% responden memberikan penilaian rata-rata dan 
38% memberikan penilaian sangat baik. Meskipun sebagian besar responden memberikan 
penilaian baik atau sangat baik, terdapat kekhawatiran mengenai sarana dan prasarana yang 
memadai, serta lingkungan kerja yang mendukung. Hasil ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan 
untuk perbaikan dalam aspek fisik dari pelayanan administrasi, seperti peningkatan fasilitas dan 
kondisi lingkungan kerja di Kelurahan Sukaraja. 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan 
dalam penelitian ini dapat diandalkan. Hasil uji validitas, menunjukkan bahwa semua butir 
kuesioner valid, dengan nilai rhitung lebih besar dari rtabel. Hal ini menandakan bahwa instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan administrasi dengan akurat. Indikator sarana prasarana dan lingkungan kerja 
menunjukkan nilai validitas tertinggi, sementara indikator menghargai menunjukkan nilai 
validitas terendah. Penurunan nilai validitas pada indikator ini mungkin mencerminkan 
kurangnya perhatian terhadap pentingnya saling menghargai di antara petugas dan masyarakat. 

Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat reliabilitas 
yang baik dengan nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,701. Nilai ini lebih tinggi dari rtabel, 
menunjukkan konsistensi internal yang memadai dari alat ukur yang digunakan. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
diandalkan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi. 

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi di 
Kelurahan Sukaraja dinilai cukup baik oleh masyarakat. Dimensi empati mendapatkan penilaian 
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tertinggi, menandakan bahwa petugas mampu menunjukkan perhatian dan pemahaman yang baik 
terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dimensi tangible menunjukkan adanya area yang perlu 
diperbaiki, terutama dalam hal sarana prasarana dan lingkungan kerja. Untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan, disarankan agar instansi terkait melakukan perbaikan dalam aspek fisik 
layanan, serta melaksanakan pelatihan tambahan bagi petugas untuk meningkatkan sikap dan 
keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Upaya ini akan membantu 
meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat hubungan positif antara petugas dan 
masyarakat di Kelurahan Sukaraja. 
 
Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih 

Kualitas pelayanan adalah aspek krusial dalam menilai efektivitas sebuah instansi pelayanan 
publik. Pelayanan yang baik tidak hanya memenuhi ekspektasi masyarakat, tetapi juga berpotensi 
melebihi harapan mereka, menciptakan kepuasan dan kepercayaan. Kualitas pelayanan dapat 
diartikan sebagai kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 
lingkungan yang dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Dalam konteks 
pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sukaraja, kualitas layanan diukur 
berdasarkan persepsi masyarakat dengan mengacu pada lima dimensi utama dari kualitas 
pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, et al. (1988), yaitu: Tangible (berwujud), 
Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy 
(empati). 

Dimensi Tangible mencakup aspek-aspek fisik dari pelayanan, seperti fasilitas dan peralatan 
yang tersedia untuk masyarakat. Di Kelurahan Sukaraja, fasilitas yang disediakan meliputi gedung 
kantor, meja front office, ruang tunggu, dan kursi. Meskipun fasilitas ini ada, beberapa aspek masih 
membutuhkan perbaikan. Misalnya, tidak adanya pendingin ruangan seperti kipas angin atau AC 
di area loket dan ruang tunggu mempengaruhi kenyamanan pengunjung, terutama pada hari-hari 
panas. Hal ini dapat mengurangi pengalaman positif masyarakat saat menunggu pelayanan. Selain 
itu, kurangnya fasilitas fisik tambahan seperti bangku di ruang tunggu dan keterbatasan area 
parkir juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, kebersihan fasilitas 
dinilai cukup baik karena rutin dibersihkan, yang menunjukkan komitmen Kelurahan Sukaraja 
terhadap standar kebersihan. 

Dimensi Reliability berfokus pada kemampuan pelayanan untuk diandalkan dan memenuhi 
janji yang telah dibuat kepada masyarakat. Di Kelurahan Sukaraja, terdapat beberapa masalah 
terkait kehandalan pelayanan. Salah satu masalah utama adalah sikap beberapa pegawai yang 
kurang disiplin dalam melayani, seperti penyalahgunaan waktu istirahat dan keterlambatan. 
Ketidakdisiplinan ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan secara keseluruhan dan 
menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Meskipun demikian, ketepatan waktu dalam 
penyelesaian dokumen administrasi umumnya dinilai cukup baik, meskipun terdapat beberapa 
kendala yang terkait dengan proses pencetakan dokumen, yang bukan sepenuhnya tanggung 
jawab kelurahan. Upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai dan memastikan bahwa proses 
pelayanan dapat diandalkan adalah langkah penting untuk memperbaiki dimensi Reliability ini. 

Dimensi Responsiveness mengukur kecepatan dan kesigapan dalam menanggapi 
permintaan dan keluhan masyarakat. Di Kelurahan Sukaraja, petugas di bagian front office dinilai 
cukup tanggap dan cepat dalam melayani. Hal ini didukung oleh adanya siswa-siswi magang yang 
turut membantu, yang meningkatkan kecepatan pelayanan. Petugas juga menunjukkan kesediaan 
untuk mendengarkan dan menangani keluhan masyarakat dengan sabar, yang mencerminkan 
komitmen Kelurahan Sukaraja dalam meningkatkan ketanggapan pelayanan. Namun, masih ada 
ruang untuk peningkatan dalam hal efisiensi dan efektivitas waktu layanan, agar pelayanan dapat 
dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa hambatan yang berarti. 

Dimensi Assurance mengukur tingkat jaminan dan kepercayaan yang diberikan oleh 
pelayanan kepada masyarakat. Di Kelurahan Sukaraja, jaminan pelayanan telah diterapkan dengan 
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baik. Kelurahan memiliki dasar hukum yang jelas untuk pelayanan yang diberikan, yang 
memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pelayanan dilakukan sesuai peraturan yang 
berlaku. Indikator jaminan biaya juga dinilai baik karena Kelurahan Sukaraja memastikan bahwa 
tidak ada biaya tambahan untuk pembuatan dokumen kependudukan, sesuai dengan UU Nomor 
24 Tahun 2013. Kepastian ini penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada 
masyarakat bahwa mereka tidak akan dikenakan biaya yang tidak sesuai dengan informasi yang 
telah disediakan. 

Dimensi Empathy menilai sejauh mana pegawai menunjukkan empati dan perhatian 
terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar pegawai di Kelurahan Sukaraja 
telah menunjukkan sikap ramah dan sopan dalam pelayanan. Namun, ada beberapa kasus di mana 
sikap ramah belum konsisten di seluruh pegawai. Untuk meningkatkan dimensi ini, disarankan 
agar pegawai diberikan pelatihan tambahan tentang pentingnya sikap ramah dan empati dalam 
pelayanan. Selain itu, indikator tidak diskriminatif di Kelurahan Sukaraja dinilai baik karena 
pelayanan dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial masyarakat, yang menunjukkan 
komitmen terhadap prinsip keadilan dalam pelayanan publik. 

Evaluasi prosedur pelayanan di Kelurahan Sukaraja dilakukan dengan mengacu pada 
regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Regulasi ini menekankan prinsip-prinsip 
seperti transparansi, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan, dan netralitas. Survei 
kepuasan masyarakat harus dipublikasikan secara transparan dan melibatkan partisipasi 
masyarakat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Proses survei harus dilakukan secara berkala 
untuk memantau perkembangan kualitas pelayanan dan menjangkau semua pengguna layanan 
tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, dan lokasi geografis. 

Sikap petugas merupakan faktor penting dalam penilaian kualitas pelayanan. Masyarakat 
mengharapkan petugas yang ramah, sopan, dan murah senyum. Namun, beberapa petugas di 
Kelurahan Sukaraja masih menunjukkan sikap wajah datar dan jarang senyum, yang dapat 
mengurangi kepuasan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar setiap meja 
pelayanan dilengkapi dengan kaca kecil sehingga petugas dapat melihat refleksi sikap mereka 
sendiri. Ini bertujuan agar petugas dapat mengevaluasi dan memperbaiki sikap pelayanan mereka 
dari perspektif pelanggan, meningkatkan kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat. 

Jaminan pelayanan mencakup aspek seperti biaya dan waktu penyelesaian layanan. 
Masyarakat mengharapkan pelayanan yang “gratis” atau “bebas biaya” sesuai dengan informasi 
yang tertera pada brosur dan papan pengumuman. Selain itu, jaminan waktu penyelesaian layanan 
dan keakuratan data yang diinput juga penting. Kelurahan Sukaraja telah memenuhi jaminan biaya 
dengan tidak memungut biaya tambahan untuk dokumen kependudukan, sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Kepastian ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
pelayanan yang diberikan. 

Secara keseluruhan, kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sukaraja 
dinilai baik, meskipun terdapat beberapa area yang perlu perbaikan. Fasilitas fisik perlu 
ditingkatkan dengan penambahan pendingin ruangan dan fasilitas kenyamanan lainnya. Disiplin 
pegawai juga perlu diperbaiki untuk memastikan pelayanan yang lebih konsisten dan tepat waktu. 
Pelatihan tambahan mengenai sikap pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip survei kepuasan 
masyarakat akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan melakukan perbaikan di 
area-area ini, Kelurahan Sukaraja dapat lebih baik memenuhi harapan masyarakat dan 
meningkatkan kepuasan pelayanan, menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi semua pihak 
yang terlibat. 

 
SIMPULAN  

Analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan 
Sukaraja menunjukkan penilaian yang bervariasi, dengan skor rata-rata 41,48 yang menandakan 
kepuasan umum yang memadai. Dimensi “Empathy” mendapatkan penilaian tertinggi, 
menunjukkan bahwa petugas memahami dan menghargai kebutuhan masyarakat. Namun, 
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dimensi “Tangible” memperoleh penilaian rendah, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam 
sarana prasarana dan lingkungan kerja. Walaupun dimensi “Reliability”, “Responsiveness”, dan 
“Assurance” juga dinilai positif, masih ada ruang untuk perbaikan dalam kecepatan dan ketepatan 
pelayanan. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dapat 
diandalkan. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Sukaraja cukup 
baik, tetapi perbaikan pada fasilitas dan pelatihan petugas diperlukan untuk meningkatkan 
kepuasan masyarakat dan hubungan positif antara petugas dan masyarakat. 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan 
di Kelurahan Sukaraja menunjukkan Dimensi Tangible perlunya peningkatan pada fasilitas fisik, 
seperti penambahan pendingin ruangan dan peningkatan fasilitas ruang tunggu. Dimensi 
Reliability mengungkapkan adanya masalah terkait disiplin pegawai yang memerlukan perhatian 
untuk memastikan pelayanan yang konsisten. Dimensi Responsiveness menunjukkan bahwa 
pelayanan cukup cepat dan tanggap, namun masih ada potensi untuk peningkatan efisiensi. 
Dimensi Assurance menilai bahwa jaminan pelayanan sudah baik dengan kepastian biaya sesuai 
peraturan, sedangkan Dimensi Empathy menunjukkan perlunya pelatihan tambahan bagi pegawai 
untuk meningkatkan sikap ramah. Secara keseluruhan, meski kualitas pelayanan administrasi 
dinilai cukup baik, perbaikan dalam fasilitas, disiplin pegawai, dan pelatihan sikap akan membantu 
meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan di Kelurahan Sukaraja. 
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